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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2045
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran
pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong
diperlukan data dan informasi serta masukan dan saran
yang mendukung kualitas materi teknis dimaksud perlu
untuk membentuk Tim Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2025-2045;

bahwa dalam rangka mencapai kualitas substansi materi
teknis yang baik, perlu pembahasan terhadap data-data,
baik data primer maupun data sekunder;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);
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2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pembahasan terhadap substansi dari draft
dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD)
2025-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana




Kepala Bi
dgﬁ Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun pada Dinas

dang Pengelolaan Sampah

Lingkungan
Hidup Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Penge!olaan.
Informasi Admimst.ram
Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tabalong

Anggota

16.

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tabalong

Anggota

17.

Kepala Sub Bagian Perencanaan
pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong

Anggota

18.

Fungsional Pengendalian Penduduk
dan Ketahanan Keluarga pada
DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

Anggota

19.

Fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tabalong

Anggota

20.

Fungsional Pengendali Lingkungan
Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tabalong

Anggota

21.

Analis Kebijakan Kedaruratan
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tabalong

Anggota

22.

Kepala Sub Bagian Perencanaan
pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong

Anggota

23.

Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan pada Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong

Anggota

24.

Tim Ahli KLHS RPJMD dan RPJPD
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas

Lambung Mangkurat 4 (empat)
Orang

Anggota
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JABATAN DALAM GAN
JABATAN DALAM DINAS TIM KETERAN

Penanggung Jawab

Bupati Tabalong

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ketua
Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Tata Lingkungan -
pada Dinas Lingkungan Hidup Sekretaris

Kabupaten Tabalong T
Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten
Tabalong

Anggota

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Anggota
Tabalong

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Anggota
Kabupaten Tabalong

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Perikanan, Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura Kabupaten Tabalong

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kabupaten Tablong Anggota

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan  Aset Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada Anggota

Bappedalitbang Kabupaten
Tabalong

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Anggota
Tabalong

Kepala Bidang Pariwisata pada

Din'as. Kepemudaan, Olahraga dan Anggota
Pariwisata Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Penaatan

Lipgkungan pada Dinas Lingkungan Anggota
Hidup Kabupaten Tabalong




